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ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah membuat dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka
memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah di Indonesia untuk mengelola daerahnya
secara mandiri, dengan melalui otonomi daerah yang berdasarkan atas Undang-Undang No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan adanya kebijaksanaan tersebut, maka Pemerintah Daerah, baik itu Propinsi
maupun Kabupaten/Kotamadya, diharapkan dapat mengelola dan membiayai seluruh
kegiatan yang berada di daerahnya dengan kemampuan secara mandiri. Oleh karena itu Pemerintah
Daerah di Indonesia harus mampu mencari sumber dana secara mandiri, serta
mendistribusikannya pada masing-masing kegiatan sesuai dengan sasaran program dan

kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
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